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GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini makap penggalan
katapoli danpolusyang artinya banyak, dan kajameinataugamos yang
artinya kawin atau perkawinan. Maka, ketika keda#akini digabungkan
akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalgaldimi dari kata ini,
menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligadalad perkawinan
banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak tedaPoligami dalam
bahasa arab biasa disebt&’addud az zaujaa{< s} | 2m3 ) yang
kurang lebih artinya berbilangan pasangan.

Menurut Musdah Mulia, poligami adaladistem perkawinan yang
membolehkan seorang pria mempunyai istri lebih datu orang dalam
waktu yang bersamaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami hdiéatan
perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau raamg beberapa lawan
jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkagirpadidalah sistem

perkawinan yang membolehkan seorang pria mempusiaerapa wanita

! http://www.psikomedia.com/article/pdf?id=2078, kias pada tgl. 27 November, pkl.
11.04 WIB

> MusdahMulia, Islam menggugat poligamiakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004,
h.43
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dalam waktu yang samderpoligami adalahmenjalankan (melakukan)
poligam?. Sedangkan monoganaidalahbentuk perkawinan yang dalam
jangka waktu tertentu seseorang hanya mempunyearsgguami atau istri
saja’

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbgian dalam
masyarakat adalah poligami karena mengundang pgadanyang
kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinamaahal mana suami
mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yangnaa Laki-laki yang
melakukan bentuk perkawinaeperti itu dikatakan bersifat poligami. Selain
poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam pohgasuami yang memiliki
beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya jusstui iyang memiliki suami
lebih dari satu dalam waktu yang sama. Akan teddndingkan poligami,
bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan.

Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu #kaperkawinan
yang terdiri dari seorang suami dan seorang iStrami hanya mempunyai
satu istri, begitu pula sebaliknya. Istilah lainridanonogami adalah
monogini. Dalam realitas sosiologis di masyarakainogami lebih banyak
dipraktekkan kerena dirasakan paling sesuai denghiat manusia dan

merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjieatamaian.

% pusat Bahasa Departemen Nasiokamus Besar Bahasa Indonesiakarta: Balai
Pustaka, Edisi ke-3, cet. Ke 2, 2002, h. 1199

*Ibid, h. 1039

SMusdah MuliaJslam Menggugat Poligamiakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004,
h. 43-44
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Keputusan untuk beristri lebih dari satu bukan tamasan dan
sebab, ada beberapa sebab-sebab secara histom®ldgami, hal tersebut
dijelaskan oleh Ali Husain al Hakiim antara lain :

a. Faktor geografis

Faktor geografis sangat menentukkan poligami, ssbagntoh
seorang pria yang dibesarkan dalam iklim Timur nli&miitalitas seksual
sedemikian rupa, sehingga seorang perempuan sgiayaaidak mampu
memuaskannya.

b. Menstruasi

Secara biologis, wanita normal akan mengalami niesd paling
tidak tujuh hari dalam satu bulan. Dan pada masguga dia tidak dapat
menyanggupi tuntutan seksual suami.

c. Masa subur perempuan terbatas

Perempuan lebih cepat menopause dibandingkan,lelalam kasus
tertentu seorang perempuan mungkin telah mencapabpause sebelum
bisa member keturunan kepada suami. Keinginan yrtak mempunyai
anak serta ketidaksukaannya menceraikan istri pertalengan demikian
menjadi sebab ia menikahi istri kedua, sebagaimieranadulan istri
pertama merupakan sebab lain bagi pria untuk mbenégi.

d. Faktor-faktor ekonomi
Kemapanan ekonomi pria membuatnya beranggapan degrakah

lagi dengan wanita lain.
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e. Faktor keunggulan jumlah perempuan daripada jurpiizf
Kelebihan jumlah perempuan atas jumlah pria juganjagikan

alasan untuk berpoligami.

B. Landasan Hukum
Pembahasan poligami dalam Al Quran dapat ditelusialam
beberapa ayat dan juga dalam hadits Nabi MuhamrA¥d, Saitu dalam QS.
An Nisa ayat 1-3 yang berbunyi :

VOe OCGwe S s O&5e-@8% O 40
BN LA Lo de RENEIRHOEO BHU>0#¥=a I
=00 BOe0 Hex#Ex TTOXE HAE'QOEREHD
s AV YR o O&r®0E  6-1dREe0

G+ LRI O o OOL & BN LY Y
g QAL BORNG S0 S CO@Y, ¢ X<
BN LA Lo de A Forde BX0>00xa €3
DY.ORNE IYIRP LY Y PV Yo TP™

AP oS- O RO g L A9 1 PAlo LGP aliy Am
&V P 0N LE0 FEAESOREH N ¢§) AXI@D

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu
yang telahmenciptakankamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah
menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allaénmperkembang biakkan
laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakWatepada Allah yang
dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling mersaita sama lain
dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. SesungguhnAllah selalu
menjaga dan mengawasi karhu.

® Ali Husein al Hakiim, et, alMembela Perempuan Menakar feminism dengan Nalamaga
Jakarta : Al Huda, 2005, h. 186-189

’ Departemen Agama R, op.cit., h. 114
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Ayat di atas menjelaskan tentang penciptaan maniadialaki dan
perempuan. Bahwa laki-laki dan perempuan adalahhimialciptaan Tuhan
yang diciptakan darnafs yang satu rfafs wahidah).Karena itu, asal-usul
penciptaan laki-laki dan perempuan adalah samakTada disinggung bahwa
soal penciptaan Hawa, istri Adam. Bahkan, sepanjahgQur'an tidak
ditemukan nama Hawa. Apalagi penciptaannya daantulrusuk. Penjelasan
tentang tulang rusuk hanya ada ditemukan dalanshadi

Selanjutnya QS. An Nisa ayat : 2 yang berbunyi :

F@AOC G @O e I B -UI =076

22 du = AN O eSO
A& O NE@*ONE o BXU7w00¢ @00
22 du a2 SHEP 20 A DWwa e N
A2€00=060v2 M BXMADHEHAG 06+

TE€EO#NRO § 2780 wCe0s400 - ouERO
EX D S COBRNIXI@ o HHARO 8 AXl@D
Artinya : “Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh
kepada mereka, jangan kamu menukar yang baik deyaag buruk dan
jangan kamu makan harta mereka bersama hartamuunggshnya
tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalasa yang besar.
Ayat tersebut berisi tentang penegasan kepada maaagar berlaku
adil, terutama terhadap anak-anak yatim. Ayat @uasa spesifik berbicara
soal anak yatim. Kehidupan bangsa Arab pada mdshydh tidak pernah
sepi dari peperangan, baik peperangan antar sukupun antarbangsa. Pola
kehidupan demikian menyebabkan banyaknya jumlalk a/@im karena

ayah-ayah mereka gugur di medan peperangan. Datadfisit Arab,

pemeliharaan anak-anak yatim itu menjadi tanggan@p para walinya. Para

¥ Departemen Agama RI, op. cit., h. 114
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wali berkuasa penuh atas diri anak yatim yang lzedalam perwaliannya,
termasuk menguasai harta-harta mereka. Akan tetepijtas yang ada
menunjukkan tidak sedikit para wali itu yang kenaundiberlaku curang
terhadap anak-anak yatim yang berada dalam pengaiu mereka dengan
cara tidak memberikan harta mereka walaupun mesekiah dewasa dan

mampu menjaga hartanya sendliri.

Kecurangan yang dilakukan oleh wali adalah menildeaang-arang
anak yatim yang baik dengan yang buruk atau memekaakan harta anak
yatim yang tercampur di dalam harta mereka. Alligat mengecam perilaku
culas dan tidak adil para wali terhadap anak-araknyyang berada dalam

asuhan mereka.

Dan QS. An Nisa ayat : 3 yang berbunyi :
2am (A8 P @AV SR P RSO
OO0 IIS0M e - ORNx BXUADHOWDD &
2w HOLC 48 BIUECrQERa a0
OIS eY QAL BON KT W 3= BITQHE
PR B HACE=V0OO RNEORE->HEO
Y Rl R AVEYROIZE 2 2w 8] Shes AN
$&EmMHEY 48 2000 OOROYEOeUs:
A& w®+O gl JL2EREORAOr OO

GRS BX-ANMeUARD ¢ oL - @Ok ©OLL

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku atdithadap
(hak-hak) perempuan yang yatim, maka kawinlah v@andnita yang kamu
senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi bila kamwtdiklak dapat berlaku adil
maka (kawinlah) seorang saja®

*Musdah Mulia, op. cit., h. 89

' Departemen Agama, op. cit., h.77
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Ayat ini seringkali dijadikan acuan atau landasatuk berpoligami,
karena di dalamnya terdapat kalim&paka kawinlah wanita-wanita yang
kamu senangi, dua, tiga atau empatenurut Musdah Mulia, ayat ini
bukanlah ayat yang berisi tentang anjuran poligameiainkan lebih dari
memberikan solusi agar para wali terhindar darbbet tidak adil terhadap
anak yatim yang berada dalam perwalian merekay ydghgan mengawini
perempuan lain saja. Sebab, motif perkawinan demgak yatim dari para

wali semata-mata hanyalah untuk menguasai hartakagr

Kemudian dilanjutkan pada QS. An Nisa ayat 129 yzerpunyi :

§ 0O BXVMAORDON D4 O0M= JIRRCR dm

L 23748 I BXA700. 00> &
20w e0 NS5 BOQHE W@a S

BXODHONOv e Xeo B J2E€Ea(060OR0
& A2OVOXIO I P SORAONYWe I+ OB
RO g 0.O0+Q ¢ EHA=D CONwWwa e X@D
MRHe B3OSO #+ @0 BX-UEC RESOD o
G TOON,0"0 -0 AXIN ¢4) AXI@D A Lo F

EIXRHGP

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil
antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat inginribeat demikian, karena
itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yaagk cintai), sehingga
kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jikamu mengadakan
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan),kaasesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyaydhg.

' Musdah Mulia, op. cit., him. 96

2 Departemen Agama RI, op. cit., h. 99
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Ayat ini menjelaskan mengenai ketidaksangguparkilgiang beristri
lebih dari satu untuk berlaku adil di antara igtiinya. Yang dimaksud
dengan keadilan di sini menurut sebagian mufasdadah adil dalmhub
(cinta). Itu sebabnya orang yang berpoligami dilgreberlebihan dalam

kecenderungan kepada yang dicintai.

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

e 4l il Al 6 N O e ) Gamy adl el L (6
) e D33 O Al adle al ia G Sodls das oAl sl
Gl el asally gls i daiiag Gl ARl i)
13 w - s F o A SE L
a5l 4e 50l
Artinya: “Sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk Islam dan ia
memiliki sepuluh orang istri. Mereka bersama-sanerdasuk Islam. Maka
Nabi SAW memerintahkan kepadanya agar memilih engpahg saja

diantara mereka (dan menceraikan yang lainny@iwayat Ahmad, al
Tirmizi, dan disahihkan Ibn Hiban)

Maksud hadis ini adalah mengenai pembatasan palidarena pada
awal sejarah islam tidak ada pembatasan mengenéhustri yang dinikahi.
Seseorang bisa saja mempunya sampai sepuluh égierts Ghailan bin
Salamah, yang kemudian ketika dia masuk Islam Nakmerintahkan
padanya untuk memilih empat dari sepuluh istricieus.

Dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dirmidzi

yang berbunyi :

3 Al San’ani,Subul al Salam, juz Kairo: Dar Ihya’ al Turas al ‘Araby, 1960, h. 255
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QG A & & fa all g adle A Ll 0 e 4o W) a3 ol (e
105 iy dalial ) 2% el WA D) O L
Artinya : Apabila ada seorang suami yang mempunyai dua dktri

dia tidak berlaku adil, maka dia akan datang padeailkkiamat dengan bentuk
badan yang miring.

Hadis di atas menjelaskan mengenai akibat dariasgosuami yang
tidak adil terhadap istri-istri yang dimilikinya. akena pada kenyataannya

suami seringkali cenderung kepada salah satusianyia.

. Poligami dalam Islam

Poligami bukanlah hal baru khususnya dalam Islaaligémi telah
ada dalam kehidupan manusia sejak dulu diantardabar kelompok
masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-oraal felah berpoligami
bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian maayarakat lain di
sebagian besar kawasan dunia pada masa itu. Bdhkaab sebelum Islam,

telah dipraktekkan poligami yang tanpa batas.

Sistem beristri banyak (poligami) sudah dikenalkdlangan orang
Arab dan Yahudi kuno. Gagasan tradisi yang tidakngeeal batas itu
berpengaruh amat buruk pada keadaan masyarakdazuoah Arabia. Pada

saat itu tidak ada batasan bagi pria untuk mentlétapa istri, bahkan konon

108

' Abi Dawud SulaimanSunan Abi Dawud, juz Beirut : Daar al Kutub al lImiyyah, 1996, h.
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ada yang memiliki hingga ratusan istri. Ketika mslaatang, poligami tidak
serta merta dilarang tetapi hanya ada pembatasgpas@mpat istri saja. Hal

ini membawa perubahan besar bagi bangsa Arabtsa&t i

Poligami merupakan salah satu persoalan yang mahgsghatian
dalam Al Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam QBSN&sa ayat 3 yang
berbunyi :

BXOA2R000D & -0 vOANVGHAGNE v RO
BIUCQER a0 FOOOD I OO Mo I ORNX

$BILQHE 2 72E0e PO+ C PR T
Sl etz 2 Ao BOQHEW@a
R N0 B AACELHVOOO0 RHEORE->HeO
BXANM0, O =P e m [N SheT AN

g6 EmHeE 68 OO0 GO EOEw
K @O0%2 0O AEQw®@ g AL2EREORIOr L
G B XA AR ¢ & - oL
Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku atdithadap
(hak-hak) perempuan yang yatim, maka kawinlah v@andnita yang kamu

senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi bila kamwtdiklak dapat berlaku adil
maka (kawinlah) seorang saja.”

Dalam pangkal ayat ini terdapat lanjutan tentangneidhara anak
yatim dan keizinan dari Allah untuk beristri lebitari satu, yaitu sampai
dengan empat. Untuk mengetahui duduk persoalaradigkan dalam riwayat
Aisyah istri Rasulullah SAW tentang ayat ini, kaaemenjawab pertanyaan
Urwah bin Zubair, anak Asma kakak Aisyah yang sghbertanya kepadanya

tentang masalah agama yang musykil. Urwah berthagaimana asal mula

15 Ali Hussein Hakeem, et.allembela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar
Agama versi terj, Jakarta : Al Huda, 2005, him. 221
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orang diperbolehkan beristri lebih dari satu sampaipat dengan alasan

memelihara anak yatinf.

Hal tersebut dijelaskan oleh at Thabari sebagakier

A 2

el a5 elle s alla 5 4L Uedly 3 5 5% gl w38 3T Gl b
i bl o (e lgihiid I Jia S Ludl O i =55 O el 448
I5a I5 GIilal | b Sgiics BT G | 53lirs Sgl | s 5 Y1 8 5385 G sgriid
TG s oLl | Gn 30 CLBLs 1535
Artinya : “Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempua
yatim yang dalam penjagaan walinya dan telah bemamharta anak itu
dengan harta walinya. Si wali tertarik pada hadan kecantikan anak itu,
lalu ia bermaksud menikahinya dengan tidak membayahar secara adil,
sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan @déeh karena itu,
niat yang tidakjujur ini, maka ia dilarang menikatengan anak yatim itu,
kecuali dia membayar mahar secara adil, dan layadpesti kepada

perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yardgaki jujur itu, dia
dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan. lain

At Thabari memahami ayat di atas dalam konteksagean terhadap
anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya,jaga perempuan-
perempuan lain yang menjadi istri mereka. Dia marian ayat tersebut
dengan kewajiban berlaku adil terhadap perempussmpgmian yang
dikawini. Lebih lanjut menurut At Thabari, apabs&orang laki-laki tidak

dapat berlaku adil terhadap anak yatim yang akdwmwdninya, maka

'® Nurjannah IsmailPerempuan dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Fsrem,

Yogyakarta : LKiS, 2003, hal. 213

232

Y7 At Thabari,Jami’'ul Bayaan ‘an Ta'wil Ayat Al Qur'arBeirut : Daar al Fikr, Jilid IIl, h.
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hendaklah ia mengawini perempuan lain yang ia sdka, tiga, maupun
empat. Namun jika khawatir tidak dapat berlaku #éelihadap mereka, maka
nikahilah satu orang istri saja. Jika masih jugavkdtir tidak bisa berlaku adil
walaupun dengan satu orang istri, maka janganlgkaanmenikahinya. Akan
tetapi, bersenang-senanglah dengan budak-budak kemg miliki, karena
mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamua(daudak tidak
menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuadekag Yang
demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari ,dosmiaya dan

penyelewengan terhadap peremptfan.

At Thabari sangat menekankan untuk berlaku adik teahadap hak-
hak anak yatim maupun terhadap hak-hak perempuag tgdah diwajibkan
oleh Allah kepada kaum laki-laki. Hanya saja, bukierarti ayat ini
menunjukkan kebolehan berpoligami sampai empatgoistn dengan tanpa
syarat yang sangat ketat, sehingga syarat terdbitmungkin (untuk tidak

mengatakan mustahil) bisa dipenuhi oleh setiaplédi

Tetapi Nurjannah berpendapat dalderempuan dalam Pasungan
Bias Laki-laki dalam Penafsiratidak setuju dengan pernyataan At Thabari
yang menyatakan “Jika kamu khawatir tidak bisa dkerl adil walaupun
terhadap satu orang istri, maka bersenang- seramiglagan budak-budak
yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikdan merupakan hartamu,

dan bahkan mereka tidak menuntut hak sebagaimakihakaperempuan

'8 |bid, h. 230
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merdeka. Hal ini terkesan seakan-akan laki-laki agab tuan, bisa
memperlakukan budak perempuan secara semena-nengeaxhaunya saja,

dengan tanpa mempertimbangkan sama sekali perdandrelaannys.

Berbeda dengan ath Thabari, ar Razi menambahkawab&ihman
Allah shuss ¥ 283 o) 5 (jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil)
sebagai syarat, daplsil | (e o8] s Wl 523 & (maka nikahilah perempuan-
perempuan yang kamu senangi) sebagai suatu kebolBleagan demikian,
meski ada keterangan yang jelas tentang bagaimaimenarnya hubungan

antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yisigkai (beristri

empat atau poligami) dengan syarat tersebut diatas.
Penjelasan Ar Razi dalaAl Kabiir adalah sbb :

ol Gas) (o Lo alshy anl s ad 4l (B (L) iy ogn Ul sl allay | yal (15885 )
Oad @llll) (s Al (oS Lay) Sl Lo (e liasall & Lianadll #S5 of Y sh aSia adaieg
Alad e 3 5y seall o3 b IS @ gl i aSad (oS0 0 | el O 5 aSie Caiall 54

20 al g ad) QUi o e Dl stiag Gl il e oy lla g

Artinya : Lafadz fankihu adalah perintah, secaraatim adalah
perintah yang mewajibkan sesuai dengan kaidah usighl. Imam Syafii
menjelaskan bahwa lafadz tersebut tidak menunjukkewajiban sesuai
dengan firman Allah £ Lo/ <l Lo o & Liasall 2850 ) Y ob aSic xhiu o] (0 4)
dan dilanjutkan firman Allah A s [y wai )5 aSio Cuinll ds el &) maka
Allah menghukumi bahwa meninggalkan menikah dalamtot surat ini
lebih baik daripada melakukannya. Dengan demikiah itu menunjukkan

¥ Nurjannah Ismailpp. cit., h. 215

20 Fakhruddin ar RaziTafsir Al Kabiir, Beirut : Daar al Fikr, XI, h. 178-179
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bahwa hal itu bukanlah dianjurkan, lebih baik daga menjelaskan bahwa
hal itu wajib.

Menurut At Thabari dan Ar Razi seperti yang dijgs oleh
Nurjannah, kedua mufassir tersebut memahami ayaeliet masih dalam
kaitannya dengan perintah berlaku adil terhadagk-anak yatim dan juga
keharusan berlaku adil terhadap perempuan-peremyasgn dinikahi. Ath-
Thabari mengatakan: “Jika kamu khawatir tidak maretaku adil terhadap
anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-parampain yang kamu
senangi, maka hanganlah kamu nikahi mereka walabpopa seorang. Tapi
cukuplah kamu bersenang-senang dengan budak yang kaliki. Sebab
mengawini budaknya sendiri lebih memungkinkan untidak berbuat

penyelewengan (semena-mena terhadap perempuan).

Sementara itu Ar Razi berpendapat bahwa apabileasgdaki-laki
khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anakcayatim yang akan
dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuer@mpuan lain
sebanyak yang ia sukai, dua, tiga atau empat. Y@mging tidak menikabhi
lebih dari empat orang istri agar hilang kekhawattitersebut. Namun jika
masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil terlppa@anpat orang, maka
seorang istri lebih baik bagi mereka. Kemudian enambahkan bahwa batas

maksimal adalah empat orang, dan batas minimalahdahtu orang.

! Nurjannah Ismailop. cit., h. 218
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Sedangkan diantara dua batas tersebut (dua atawrégg) itu boleh-boleh

saja asalkan dapat berlaku &8il.

Asghar Ali Enginer mengemukakan ayat diatas lebiénekankan
untuk berbuat adil terhadap anak-anak yatim, buksmikahi lebih dari
seorang perempuan. Karena konteks ayat ini adafdarg kondisi pada masa
itu, dimana mereka yang bertugas memelihara kekayamk-anak yatim
sering berbuat tidak semestinya dan terkadang manigga tanpa mas
kawin. Ayat ini turun untuk memperbaiki perbuataang salah tersebut. Jika
para pemelihara anak-anak (perempuan) yatim khawatigan mengawini
mereka karena tidak mampu berbuat adil, maka seymitnereka mengawini
perempuan-perempuan lain. Jadi ayat tersebut hdipshami menurut

konteksnya, bukan pembolehan poligami yang bersifatm?®

Dalam ayat diatas (An Nisa ayat : 3) jelas bahwaQAl'an enggan
untuk menerima institusi poligami. Tetapi, karersd itu tidak bisa diterima
dalam pandangan situasi yang ada maka Al Qur'an bokyhkan laki-laki
untuk kawin hingga empat istri yang tersedia. Hal dengan ketentuan
memperlakukan istri mereka tersebut dengan adil jida mereka tidak dapat

memenuhi syarat yang penting ini “maka satu saj#du kawinilah mereka

22 Fakhruddin ar-Razi, op. cit., Juz IX, h. 178

2 Nurjannah Ismailpp. cit., h. 219
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yang kamu miliki secara penuh, yakni dengan budaterppuan. Dengan

demikian, maksud Al Qur'an adalah jelas, monogafi.

Pendapat lain mengenai poligami berasal dari tdkofinis muslim,
Amina Wadud Muhsin. Pemahamannya mengenai ayaasdeadalah dalam
kaitannya dengan perlakuan adil terhadap anak-a@hkn yang harus
dipenuhi oleh laki-laki yang bertanggung jawab nedolg kekayaan mereka.
Solusi yang terbaik untuk mencegah kesalahan adigagan mengawininya.
Sementara di satu sisi Al Quran membatasi jumlarempuan yang boleh
dikawini. Jadi ayat tersebut adalah lebih menekameaa keadilan, perlakuan
adil terhadap anak yatim dan adil terhadap isampaknya inilah yang sering

dilupakan oleh mereka yang mendukung poligami.

Amina Wadud mengaitkannya dengan QS An Nisa ayé&t yighg
mengatakan bahwikamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantaisiri-
istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat dermkiggebagaimana
beberapa penafsir, dia berkesimpulan bahwa monogaerypakan bentuk
perkawinan yang lebih disukai oleh Al Quran. Demgaonogami tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga yang penuta diasih dan tenteram
dapat terpenuhi. Sementara dalam poligami hal idakt mungkin dapat
tercapai, karena seorang suami ataupun ayah akarbage cinta dan kasih

sayangnya pada lebih dari satu kelugrga.

?* Asghar Ali EngineerPembebasan Perempu¥ogyakarta : LKiS, 2007, h. 112-113

% Amina Wadud Muhsinywanita di dalam Al Qur'anBandung : Pustaka, 1994, h. 111-112
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Dalam uraian di atas, jelas bahwa feminis muslimiffa Wadud dan
Asghar Ali Engineer) memahami ayat tersebut sebsggiu perintah berbuat
adil terhadap anak-anak yatim yang berada dalamelgeamaannya, dan
perempuan yang akan dikawini. Meskipun secara sismyat di atas
membolehkan poligami, tetapi karena keadilan adsyalnat yang sangat sulit
dipenuhi (dalam perkawinan lebih dari satu), magekawinan monogami lah

yang dikehendaki Al Qur'aff.

Muhammad Abduh berpendapat mengenai poligami bahwa
penyebutan poligami dalam ayat tersebut adalahnd&lanteks anak yatim
dan larangan memakan harta mereka meskipun mgédai perkawinan. Jika
khawatir akan memakan harta anak yatim yang dikiavinmaka janganlah
mengawini mereka, tetapi hendaklah mengawini pevamgain, satu, dua,
tiga atau empat. Walaupun terdapat ungkapan sem#agaakan tetapi jika
kamu khawatir tidak dapat berlaku adil di antata-istrimu, maka hendaklah

kamu kawini satu safd.

Dijelaskan pula dalarRerempuan dalam Pasungadmhwa meskipun
ayat tersebut dipahami dengan diperbolehkannygaooii dalam Islam, akan

tetapi ia sangat menentang praktek poligami dalasyarakat. Menurutnya,

% Nurjannah Ismail, op. cit., h. 221

?’ Muhammad AbduhTafsir al Manaar Juz IV, Mesir : Daar al Manaar, 1994, h. 348
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disamping karena sulit merealisasikan keadilamthra para istri, sangat sulit

juga membina masyarakat yang poligami marak dindaya?®

Menurut Hasbi As Shidigi dalarAl Islam, dia mengutarakan bahwa
Islam membolehkan poligami dengan syarat dapaakedil dan terpelihara
dari perbuatan curang yang merusakkan rumah tang§ggerusnya dapat
menjamin keutuhan keluarga, terbina anak-anak adehgik, dan terciptanya
kerukunan antara para istri. Maka ketika dikhawatirterjadinya kecurangan,
hancurnya pernikahan terdahulu, Islam tidak mentitkale seorang berbilang
istri.2 Karena itu lanjutnya, apabila pemerintah tdnl Amri melihat bahwa
kebolehan yang diberikan oleh agama ini disalahkpmapemerintah atas
persetujuan wakil rakyat dapat melarang orang toefebih dari satu, atau
mengadakan syarat-syarat yang ketat. Namun, merpintyp poligami sama
sekali, dapat pula berkembangnya pernikahan bawahgah atau
perselingkuhan. Alangkah baiknya jika kebolehan bitemg istri yang

diberikan agama dipakai di tempatnya dan di mas&hya

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa asas perkawdadsmm Islam
adalah monogami, apabila syarat-syarat yang dapatamin keadilan suami
kepada istri-istri terpenuhi. Dan syarat keadilan menurut isyarat QS. An
Nisa ayat 129 diatas, terutama dalam hal membadga,ctidak akan dapat

dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak meputapat-rapat pintu

?® Nurjannah Ismail, op. cit., h. 222

*° Hasbi, As ShidigiAl Islam,Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, cet. 2, 20024 %

%% Ibid, h. 250
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kemungkinan untuk berpoligami sepanjang persyarie¢adilan diantara istri

dapat dipenuhi dengan baik.

Dimensi keadilan merupakan faktor penting. Oleh eRar itu,
Muhammad Abduh menyatakan bahwa kebolehan poligangat bergantung
pada kemampuan suami berlaku adil, dan jika sumak tbisa berlaku adil,
tidak boleh suami beristri lebih dari satu. Hal gasenada juga dinyatakan
oleh Fazlur Rahman yang berpendapat bahwa makrdildmedidak identik
dengan persamaan dalam perlakuan lahiriyah darrirsaferti yang diajukan
oleh ulama figh. Menurutnya kalau keadilan dimakdamikian, maka al
Qur'an tidak mungkin menyatakan bahwa suami mulskenlaku adil kepada
istri-istri mereka meski sangat menginginkannyapesi yang disebutkan
dalam QS. An Nisa ayat 129. Dalam hal ini Fazluhman berpendapat
bahwa teori keadilan yang memahaminya dari aspat &asih yang dalam
dataran realitas menurut Al Quran adalah musta@seorang laki-laki

mencintai lebih dari seorang wanita dengan carg gama’

Para ulama pun berbeda pendapat dalam permasalalgami. Ada
yang berdalih bahwa ia dianjurkan karena Nabi Muhach SAW
berpoligami dan bahwa salah satu ayat Al Qur'angybharbicara tentang
perkawinan mendahulukan poligami lalu baru monog&eperti dalam QS.

An Nisa ayat 3. Namun, banyak ulama dan cendekiadeavasa ini tidak

31 Ahmad Rofiq,Hukum Islam di Indonesidakarta : RajaGrafindo Persad@97, h, 170

%2 Ridwan M. Ag,Membongkar Figh Negara : Wacana Keadilan GendeantaHukum
Keluarga Islam,Yogyakarta :PSG STAIN Purwokerto & Lentera Hatip3th. 176
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memahami poligami sebagai anjuran. Menurut mengéigami adalah pintu
kecil yang hanya dibuka Al Qur'an pada saat-sa&tnéu, misalnya jika istri
pertama dalam keadaan sakit sehingga tidak dapajalaekan fungsinya

sebagai istri, atau istri mandul sedangkan suantjatanendambakan anzk.

Keadaan ini mereka pahami antara lain dari rangkaékian banyak
ayat dan hadis, serta perkembangan masyarakatatSgaligami seperti
terbaca diatas adalah keadilan. Akan tetapi, dalgat lain dinyatakan-Nya

QS. An Nisa ayat 129 yang artinya:

Kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap idfifisu walau
kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, ga@m kamu terlalu
cenderung kepada istri yang kamu cintai sehingggkan biarkan (istri yang
lain) seperti tergantung (terabaikan).

Gabungan kedua ayat ini menunjukkan bahwa poligalapat
dibenarkan tetapi karena syarat keadilan harugneig, dan keadilan dalam
cinta hampir mustahil dapat dipenuhi, maka kebaletegisebut tidak dapat
dipahami sebagai anjuran. Apalagi ayat yang bemitentang poligami itu
bukan dalam hal penekanannya pada bolehnya poligatapi pada larangan

berlaku aniaya terhadap anak yaffm.

Musdah Mulia sebagai tokoh pemikiran Islam Indoaesidak
menyetujui dengan poligami. Menurutnya, poligamibitke banyak

menimbulkan aspek negatif atau kemadharatan dibgnddengan

%3 M. Quraisy SyihablMl. Quraisy Syihab Menjawab Pertanyaan 1001 Soas$lésian yang
Patut Anda KetahuiJakarta : Lentera Hati, 2009, h. 547

34 |bid, h. 548
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kemaslahatannya. Problem tersebut antara lain, ebafkan maraknya
perkawinan bawah tangasirfi) atau perkawinan tidak tercatat, tingginya
kasus pelanggaran hak anak, terlantarnya istri ateak, khususnya secara
psikologis. Menurutnya poligami dapat dinyatakeram lighairihi (haram
karena eksesnya). Juga perlu ada pelarangan polggrara mutlak sebab
dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaagh&pusan poligami
menurutnya sesuai dengan kaidah fixgr’'u al mafasid mugaddam ‘ala jalbi

al mashalih®

Dengan mengemukakan pendapat para mufassir, fendiais tokoh
pemikiran Islam dapat dijelaskan bahwa Islam bulamerancang poligami,
karena poligami telah ada sebelum datangnya Islagak pula Islam
menghapusnya. Walau demikian, Islam membawa bedb@epaikan tehadap
poligami ini seperti pembatasan hanya sampai emprasaja, penetapan dan

syarat keadilan terhadap istri dan anak-anak.

. Konsep Poligami menurut Perundang-undangan

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam \werda yang
paling sering dibicarakan dan menimbulkan kontrsvelPoligami memang
dapat dilihat dengan beragam perspektif. Perspbliim merupakan salah
satu pintu masuk (entrypoint) dalam memahami péasgaoligami. Regulasi

poligami, dengan demikian, menjadi penting untkayili

*> Musdah Mulia, op. cit., h. 194
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Negara sebagai pengatur masyarakat telah membemtuBagali
aturan-aturan bagi rakyatnya. Peraturan terseboarittam dalam Undang-
Undang. Begitu pula dengan hal yang berhubungagade perdata, seperti
waris, perkawinan dan perceraian. Masalah poligaerupakan salah satu isu
yang diatur dalam Hukum Perkawinan di Indonesi&nyderupa Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PamatBemerintah No. 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun ¥éng Perkawinan,
dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun E3®8ng izin perkawinan
dan perceraian bagi PNS yang diubah dengan PP Nd&aahun 1990

tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983.

Menyangkut posisi poligami dalam hukum perkawinatiohesia, ada
beberapa pendapat ahli hukum Islam yang menyimpuliehwa dianutnya
asas (prinsip) monogami atau poligami yang dipetkatau dibatasi. Ada pula
ahli hukum Islam yang menyimpulkan bahwa monogagbagai prinsip dan
poligami sebagai pengecualian. Ada pula pendapag yaenyatakan bahwa
yang dianut adalah asas monogami dengan tetapkéegpeluang poligami
selama hukum agama mengizinkan. Poligami ditempgtkeala posisi darurat
(emergency law)atau dalam keadaan yang luar biasxtr@ ordinary
circumstance) Jika ditarik benang merah dari penjelasan diatasiapat
pengakuan adanya asas pembatasan poligami karanauklpembolehan
poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia seb®ma hanyalah
pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnya menc&aturalasan-alasan yang

membolehkan tersebut.
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Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang+nda
Perkawinan pada dasarnya berprinsip pada asas mmonogptu suami untuk
satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seosurami diberi izin untuk
beristri lebih dari seorang, tetapi dengan berbggmbyaratan yang harus
dipenuhi. Dan dapat tidaknya suami beristri lelah deorang ditentukan oleh

Pengadilan Agama setemfat.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa padarmyges Undang-
Undang menyatakan bahwa asas perkawinan adalahgaronoHal tersebut
dijelaskan dalam pasal 9 UU No 1 tahun 1974 tentaergawinan. Tetapi
tidak ada pelarangan secara tegas oleh UU, karae pasal 3 ayat 2 (dua)
dijelaskan bahwa Pengadilan dapat memberi izinde@gaorang suami untuk
beristri lebih dari seorang apabila dikehendakiholpihak-pihak yang

bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat yang dal@a ddndang-Undang.

Syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mdapaku adil
terhadap istri istrinya dan anak-anaknya, akarpitgilea si suami tidak bisa
memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dam.sQisamping itu si suami
harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilgama, jika tanpa ijin dari
pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak pmeyai kekuatan

hukum.

% Beni Ahmad SaebanPerkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-UndaBgndung :
CV. Pustaka Setia, 2008 30
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Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeihleari seorang
maka ia wajib mengajukan permohonan secara terkelmda Pengadilan,
sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Uadadgng Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa dalansd@ang suami akan
beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersedbalam Pasal 3 ayat 2
Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permaho kepada

Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan agama, baru dapat memberikan ijin kegadai untuk
berpoligami apabila ada alasan yang tercantum selusyan persyaratan-
persyaratan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-UndamgoNd Tahun 1974
tentang Perkawinan yaitu bahwa Pengadilan dimakgat(1) pasal ini hanya
memberikan izin kepada seorang suami yang akastéeriebih dari seorang
apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibansgdagai isteri, isteri
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak diégenhbuhkan dan isteri

tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk mendapatkan ijin dari pengadilan, suami hgmuis memenuhi
syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan gapgt dibenarkan. Tentang
alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut diatalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomorl Tahun 1974 tentang Perkawinan yangentekan bahwa
untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadiieiagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undandharys dipenuhi syarat-
Syarat tertentu yaitu adanya persetujuan dari ifisteri-isteri, adanya

kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluardkepehidup isteri-



38

isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan @aami akan berlaku

adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf al pas tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/igg@rinya tidak mungkin
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadalpitialam perjanjian, atau
apabila tidak ada kabar dari isterinya selama s&igikurangnya 2 (dua)
tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perhdapat penilaian dari

Hakim Pengadilan.

Di Indonesia terdapat banyak elemen masyarakatadiuheya, salah
satunya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah @@ingya dalam
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1983n@gmtan perkawinan dan
perceraian bagi PNS yang diubah dengan PP Nomdahth 1990 tentang

perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi bagigeidSang akan
beristri lebih dari seorang, yaitu wajib memperoieim lebih dahulu dari
pejabat’ Bagi PNS wanita tidak diperbolehkan menjadi iketlua, ketiga
dan keempat. Permintaan izin dari PNS pria melgluitertulis dan dalam
surat permintaan ijin harus dicantumkan alas aig yamgkap yang mendasatri

permintaan izin untuk beristri lebih dari seordhg.

*” PP Nomor 45 tahun 1990, lihat Pasal 4 ayat (1),

*bid, lihat Pasal 4 ayat (2), (3) dan (4)
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Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristih dari
seorang atau untuk menjadi istri kedua, ketiga &mempat sebagaimana
pasal 4 diatas, wajib memerhatikan dengan seksksanayang dikemukakan
dalam surat permintaan izin dan pertimbangan d#asam PNS yang
bersangkutan. Apabila alasan dan syarat yang dikakam kurang
meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterarmgabahan dari istri PNS
yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak yaing dipandang dapat
memberikan keterangan yang meyakinkan. Dan sebetnengambil
keputusan, pejabat memanggil PNS yang bersangketadiri atau bersama-
sama dengan istrinya untuk diberi nasehat. ljinukinberistri lebih dari
seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabd@menuhi sekurang-
kurangnya salah satu syarat alternatif sebagaipasal 10 PP ini yaitu, istri
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istii mendapat cacat
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkam istai tidak dapat

melahirkan keturunat.

Adapun syarat komulatif dari permohonan ijin beridebih dari
seorang menurut PP Nomor 45 tahun 1990 adalahexdatpjuan tertulis dari
istri, PNS pria yang bersangkutan memiliki penghaasiyang cukup untuk
membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anakmya dibuktikan dengan
surat keterangan pajak penghasilan ada jaminanlisedari PNS yang

bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadapdsn anak-anakny?.

** Ibid, lihat pasal 10 ayat (2)

*% |bid, lihat pasal 10 ayat (3)
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Izin untuk beristri lebih dari satu tidak diberikaoleh pejabat bila
bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yangutdiBNS yang
bersangkutan, tidak memenuhi syarat alternatifgab@ana dijelaskan diatas,
bertentangan dengan peraturan per-UU-an yang loerlakasan yang
dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, danéta kemungkinan

mengganggu tugas kedinasan.

Izin bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua,ig@tatau keempat
hanya diberikan oleh pejabat bila ada persetuj@atulis dari istri bakal
suami, bakal suami berpenghasilan cukup untuk megyablebih dari seorang
istri dan anak-anaknya memiliki penghasilan yangupuyang dibuktikan
dengan surat keterangan pajak penghasilan adagartertulis dari PNS yang
bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadapdisn anak-anakny#.
Izin untuk beristri lebih dari satu tidak diberikaoleh pejabat bila
bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yangutdiBNS yang
bersangkutan, tidak memenuhi syarat alternatif ga@baana dijelaskan diatas,
bertentangan dengan peraturan perundang-undangamanberlaku, alasan
yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat/atda ada

kemungkinan mengganggu tugas kedindéan.

Selain Undang-Undang, Indonesia juga memiliki Kdagi Hukum

Islam (KHI) yang merupakan produk figh Indonesiangabernuansa

* |bid, pasal 11 ayat (1)

*? |bid, pasal 11 ayat (2)
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pengembangan dan pembaharuan hukum Islam di Indorfé@enyusunan
KHI dilihat dari aspek sejarahnya merupakan bagian positivasi ataupun
pembumian hukum keluarga islam secara formal. Brogsedianggap wajar

karena kondisi bangsa Indonesia yang secara mayadalah muslim.

Puncak sejarah penyusunan KHI ditandai dengan kejaanstruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 198fakSsaat itu secara
yuridis formal, KHI di Indonesia berlaku sebagaikbton materiil bagi

lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indoné¥ia.

Kompilasi Hukum Islam memuat berbagai persoalanefdaiaan,
terdiri dari tiga buku yang masing-masing membahestang hukum

perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Poligami juga menjadi pembahasan dalam KHI yangukatalam
materi hukum perkawinan. Seperti dalam UU Nomorahuh 1974 yang
menjelaskan pada dasarnya asas perkawinan aa@labgamitetapi dengan
berbagai persyaratan dan aturan yang ada poligésai daja dilaksanakan.
Dalam KHI juga dijelaskan bahwa asas perkawinatahd@monogami, hanya
saja apabila dikehendaki oleh yang bersangkutangiziekannya, seorang

suami dapat beristri lebih dari seorang.

ul

43 Sidik Tono,Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalamaTatukum Indonesia,
Press, Yogyakarta, cet. 2, 1999 h. 176

4 Ridwan, op. cit., h. 78
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Dalam Kompilasi Hukum Islam aturan tentang pelakga@igami dan
persyaratannya dinyatakan dalam pasal 56. Didalandijlaskan bahwa
beristri lebih dari seorang pada waktu bersamadatas hanya sampai empat
istri dengan syarat utama suami harus mampu beddKuerhadap istri-istri
dan anak-anaknya. Dan apabila syarat utama tidaigkmu dipenuhi, suami

dilarang beristri lebih dari seorang.

Sebelum suami hendak beristri lebih dari seoranglia dahulu harus
mendapat ijin dari Pengadilan AgathaPengajuan ijin tersebut dilakukan
menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam \VbHbPeraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dan perkawinan yalakwkan dengan istri
kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari PermadAgama, tidak

mempunyai kekuatan hukum seperti dijelaskan dalasalb6 ayat 3 (tiga).

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada rsgstzami yang
akan beristri lebih dari seorang apabila istri kiddapat menjalankan
kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat baatan penyakit yang tidak

dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahiketarunarf'®

. Poligami dalam Hukum Adat

45 Kompilasi Hukum Islam, lihat pasal 56 ayat (1)

“% bid, lihat pasal 57



43

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sunyd adalah
peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumdean berkembang dan
dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakafayana peraturan-
peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembangkanaukum adat memiliki
kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selaidikienal pula masyarakat
hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat td¢dinan hukum adatnya
sebagai warga bersama suatu persekutuan hukumak&esamaan tempat

tinggal ataupun atas dasar keturuffan.

Masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnyagemeath
perkawinan seorang suami dengan banyak istri,aeratdi kalangan raja-raja
adat, bangsawan adat, di berbagai daerah baik paasyarakat yang
menganut agama Hindu/Budha, Kristen maupun Islaamy8knya istri dari
pemuka adat itu biasanya tidak terbatas, terganpatia keadaan setempat.
Dalam abad 17-18 Sultan Banten misalnya mempurssuubtuh-puluh istri,
sampai akhir perang dunia kedua di Lampung adal&eparga yang istrinya
belasan. Zaman itu banyak istri adalah kebanggaankdum wanita pun

ketika itu bangga jika dia dipersunting raja.

Menurut hukum adat lokal seperti halnya berlakiyadangan pepadun
di Lampung, yang juga Nampak di daerah-daerahdaindonesia, para istri

raja adat itu mempunyai kedudukan yang berbeda;liedgantung asal-usul

*” http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat#Hukum_addi_Indonesia, diakses pada tanggal
21 November, pkl. 13. 33 WIB
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dari mana wanita yang diperistri itu. Kedudukan eRar yang berbeda

berakibat pada kedudukan keturunan mereka juga.

Kaidah-kaidah hukum adat tersebut di masa sekakabgnyakan
sudah tidak dipertahankan lagi, bahkan sudah tetggimpangsiuran dalam
pemakaiannya, dimana orang yang mampu telah dagrahgkatkan martabat
adatnya, sehingga dengan demikian dapat melaksangiecara adat sejajar
dengan mereka yang berkedudukan penyeimbang bumtuRnya poligami
dalam kaitannya dengan martabat adat sudah my&d gaman penjajahan
Jepang (1942-1945). Sejak berlakunya UU Nomor irtat®74 di daerah
Lampung atau daerah masyarakat adat lainnya sudadng terjadi
perkawinan lebih dari seorang istri, jika masih addah diberlakukan sesuai
dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, dikarenakan keadagnaksa misalnya

tidak mendapat keturunan atau akibat perbuataetibff

*® Hilman HadikusumaHukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,uulddat,
Hukum AgamaBandung : Penerbit Mandar Maju, 1990, h. 36-38



